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ABSTRAKSI

DIYA AYU ASHARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Uersitas Brawijaya,
Jui 2011, Analisis Normatif Perjanjian Pembiayd&omsumen (Studi Normatif
Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Fajar2R. Suhariningsih,
S.H., S.U., Sentot Prihandjani Sigito, S.H., M.Hum.

Tulisan ini melakukan penelitian terhadap kemunakipenyerahan hak milik

dalam perjanjian sewa beli sepeda motor yang diakyperusahaan pembiayaan
kepada konsumen dan perlindungan hukum terhadagtabaku yang terdapat
dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT SummiF®iance.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, menghsgnyerahan hak milik yang
dilakukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pgemindungan hukum
terhadap klausula baku yang merugikan konsumemdpé&janjian pembiayaan
konsumen PT Summit Oto Finance. Pendekatan yangnalkan adalah
pendekataan undang-undang. Metode analisa bahanmhwylng digunakan
adalah interpretasi. Baik itu berupa interpretaangatikal dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban dalam rumosssalah bahwa penyerahan
hak milik secara Fidusia dalam perjanjian sewa, lpglda dasarnya tidak bisa
dilakukan karena dalam perjanjian sewa beli, peahemn hak milik baru bisa
dilakukan apabila pihak penyewa beli melakukan upetan angsuran terakhir
yang bisa dikompensasi sebagai harga barang. Rdwosshak milik barang
selama perjanjian berlangsung masih tetap milikjysgénsewa. Penyewa beli
hanya mempunyai hak menguasai seperti diatur d&asal 529 KUHPerdata
belum memiliki. Sedangkan penyerahan penyerahan nidik secara fidusia
dimaksudkan hanya mengalihkan hak kepemilikan atasar kepercayaan,
sedangkan benda atau barang masih dalam penguaseadreri jaminan, dan
bukan untuk mengalihkan hak milik dari benda atatabg tersebut. Pengalihan
hak milik yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor tdBun 1999 ini
dilakukan dengan caradnstitutum possesoriumyaitu benda yang diserahkan
hak kepemilikannya tersebut secara fisik harusptetikuasai oleh Pemberi
Fidusia (debitor) untuk kepentingan Penerima Fal(sieditor).

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT SummitFMance juga terdapat
klausula mengenai kuasa yang tidak dapat ditarikbadi, hal ini bertentangan
dengan pasal 18 ayat ( 1) Undang-undang No. 8 Ta888 tentang perlindungan
konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausapdyrang. Dalam Pasal
18 ayat (2) tersebut juga dijelaskan bahwa peganjang memuat klausula baku
yang dilarang dapat dinyatakan batal demi hukum.



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembiayaan konsumen mengalami perkembangan yarad, ed ini bisa
dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pembiaygansumen yang ada di
Indonesia. Salah satu aktivitas utama perusahaanbipyaan adalah pengadaan
kendaraan bermotor khususnya roda dua.

Kegiatan pengadaan atau pembelian sepeda motou ter@mpunyai
hubungan signifikan dengan kemampuan daya beli anakgt. Mengingat
kemampuan daya beli masyarakat mengalami penurunaka metode penjualan
secara tunai juga akan mengalami penurunan.

Perusahaan pembiayaan konsumen dapat membaca gejalrunan daya
beli masyarakat tersebut, oleh karena itu bismasnahya perusahaan konsumen
ini adalah memfasilitasi pembelian kendaraan chgdadengan cara mengangsur.
Metode pembelian secara angsuran inilah terbulgadenenjawab keterbatasan
kemampuan masyarakat (konsumen) dalam pembelianasemai.

Perkembangan jumlah perusahaan pembiayaan kongerbeRti meningkat
pesat ibarat tumbuhnya jamur di musim hujan. Akipat antar perusahaan
pembiayaan juga mengalami persaingan ketat. Maseging lembaga
pembiayaan menawarkan berbagai kemudahan fasif@mbelian kepada
konsumen agar konsumen tertarik.

Penawaran yang berupa kemudahan tersebut antaraudmg muka dan

bunga yang rendah, persyaratan (administrasi) mingmyanan cepat diantar.



Perusahaan pembiayaan konsumen kini melakukan pgromesar-besarnya
dengan memberikan berbagai kemudahan agar dapeadriknedan dipercaya
konsumen.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, asfapat alasan yang
mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaterbiatasan sumber
dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkengbarank tidak melayani
pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah damgtiy@ncekik

Sumber dana formal, misalnya perum pegadaian, a&tamriésan untuk
menyerahkan barang jaminan. Koperasi simpan pijang manajemen kurang
profesional dan tidak berbudaya usaha. Bank yangnku berminat untuk
memberikan kredit-kredit dalam jumlah kecil danukninendapatkan kredit dari
bank juga harus memiliki jaminan. Sistem pengermaamga yang tinggi membuat
konsumen membutuhkan pembiayaan konsumen.

Sebagai sumber alternatif pembiayaan bagi konsumegmbiayaan
konsumen mampu memberikan kemudahan bagi masyarekengah ke bawah
untuk membeli barang-barang dengan cara mengangsuirini menjadikan
perusahaan pembiayaan konsumen cukup kuat dimmastyarakat.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam masyarakbatdari segi isinya
tentu sangat beragam. Terdapat banyak ragam iganpan pembiayaan
konsumen. Ada yang isinya yang menekankan padaarnjen sewa beli.
Sementara perjanjian pembiayaan konsumen lainngaekankan pada perjanjian
jual beli secara angsuran. Di dalamnya juga tetddpasula-klausula yang berisi

mengenai pengakuan hutang dan jaminan fidusia.

! SunaryoHukum Lembaga Pembiayaa®inar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 103



Perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit Oitwariee tenyata
merupakan perjanjian sewa beli. Ciri perjanjiawadeli dapat dilihat dari 3
(tiga) variabel. Pertama, tujuan pejanjian sewai belgi konsumen adalah
memiliki barang (obyek).

Kedua, perjanjian sewa beli dianggap terjadi jikgadi kesepakatan antara
perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen teatpmds, harga dan
ditindak-lanjuti dengan pembayaran uang muka dagswan pertama dan
penyerahan sepeda motor kepada konsumen.

Ketiga, status pemilikan barang selama pembayasabejum lunas adalah
tetap milik perusahaan pembiayaan dan baru mempd konsumen apabila
seluruh nilai yang harus dibayar telah dilunashdensumen.

Apabila di dalam pelaksanaannya terbukti konsumesthdmti tidak
membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut;tumaka perusahaan
pembiayaan konsumen akan melakukan penarikan sepedar dari tangan
konsumen, sedangkan jumlah (nilai) angsuran yangsetal sebelumnya
diperhitungkan sebagai uang sewa pemakaian sepetlar selama berada di
tangan konsumen. Hal ini disebabkan dalam pegangewa beli, pembeli
dianggap sebagai penyewa selama belum lunas.

Ketiga ciri sebagaimana dikemukakan tersebut padardya berlaku relatif
sama dalam kontrak sewa beli di berbagai perusahexabiayaan. Perbedaannya
seringkali terletak pada adanya perjanjian fidysiag sebenarnya hanya ada jika
kontraknya jual beli secara angsuran seperti yaegaku di PT Federal

International Finance.



Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen milik PTdfal International
Finance terdapat perjanjian tambahan mengenainpi@napemberian jaminan
fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui balparjanjian yang
digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen rdéogaumen dalam hal
pembelian sepeda motor tidaklah selalu dengan rpeemjasewa beli tetapi juga
dimungkinkan perjanjian lain seperti jual beli secangsuran seperti di PT
Federal International Finance.

Apabila kontraknya sewa beli sebenarnya tidak dgkinkan adanya
perjanjian tambahan seperti fidusia. Hal ini disedzen status kepemilikan obyek
selama belum lunas masih menjadi milik perusahaanbpyaan, sehingga tidak
perlu ada penyerahan hak milik secara fidusia klamsumen kepada perusahaan
pembiayaan.

Berbeda dengan sewa beli, dalam jual beli semagauran, hak milik telah
berpindah dari perusahaan pembiayaan konsumenspatipara pihak mencapai
kata sepakat. Oleh karenanya dibenarkan jika peaasapembiayaan konsumen
meminta penyerahan hak milik secara fidusia atagelobdari konsumen
kepadanya. Hal disebabkan karena hak milik atgelomemang telah menjadi
milik pembeli.

Oleh karena itu jika dalam kontrak pembiayaan koresu diikuti adanya
perjanjian fidusia, maka sebenarnya hal itu setawatik tidak dimungkinkan.
Penyerahan hak milik secara fidusia hanya dimurgkirapabila kontraknya jual

beli dengan angsuran.



Akan tetapi dalam praktek seperti yang dilakukaarPd. Summit Otto
Finance ternyata kontrak sewa beli atas sepedar motdiikuti dengan perjanjian
Fiducia. Permasalahan tersebut menimbulkan kesigapamnan. Apakah memang
dimungkinkan dalam perjanjian sewa beli dimungkmkdiikuti fidusia atau
tidak? hal inilah yang mendorong penulis tertari&lalkukan penelitian tentang

permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penyerahan hak milik secara fidusia dimumgkn dalam perjanjian
sewa beli sepeda motor yang dilakukan perusahaambipgaan kepada
konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana jika ternyata klausula-klausula dalamjapgan pembiayaan
konsumen sewa beli tidak dapat memberikan perligdarhukum kepada

pihak pembeli?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian emnihiki tujuan sebagai
berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyerafn milik secara
fidusia dalam perjanjian sewa beli sepeda motogylakukan perusahaan
pembiayaan kepada konsumen berdasarkan peraturardpag-undangan.

2. Untuk menganalisis klausul-klausula perjanjian piyden konsumen dalam

perjanjian pembiayaan konsumen sewa beli tidak tdapamberikan

perlindungan hukum kepada pihak pembeli.



D. MANFAAT PENELITIAN
Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, ma&autis berharap semoga
penelitian ini dapat memiliki manfaat yang bergsebagai berikut:
1. Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaai packembangan ilmu
hukum pada umumnya dan perikatan bersumber pagajen pada khususnya,
terutama mengenai perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Manfaat Aplikatif
a. Bagi Konsumen
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kegsumen dalam
rangka persiapan melakukan perjanjian, menumbulskeap kehati-hatian dan
teliti dalam memahami isi perjanjian pembiayaanskonen.
b. Bagi Mahasiswa pada umumnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana baagi kalangan
mahasiswa dan menunjang kegiatan belajar mengdjasuknya di bidang
perikatan bersumber pada perjanjian.
E. Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruarmusnasalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistématenulisan
BAB Il : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisi landasan teori yang mengulas merigeaishal apa

saja yang berhubungan dan penjelasan lebih langemgenai



pengertian serta hubungannya dengan judul yang diadikan
pedoman pemecahan masalah pada bab pembahasan.

BAB Il : METODE PENELITIAN
Bab ini berisi metode penelitian yang diambil olekneliti.
Didalamnya terdapat penjelasan mengenai metode egatzoh,
jenis dan sumber bahan hukum, prosedur penelushedran
hukum, analisa bahan hukum, serta definisi konséptu

BAB IV : PEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil dari pembahasan rumusan masgkng
diangkat peneliti dalam penelitian yang akan dianalsecara
mendalam

BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yarangkat oleh
peneliti dan juga saran yang diberikan oleh peane#pada pihak-

pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB ||

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian dan Syar at-Syar at Perjanjian
Pengertian perjanjian bisa ditemukan dalam bukiKUHPerdata dalam pasal

1313 KUHPerdatdMenurut para ahli hukum:

1. Sri Soedewi Mascheon Sofyan, perjanjian adalahusparbuatan hukum
dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya tapaseorang lain atau
lebih. (A. Qiram Syamsuddin Meliana, 1985: 7).

2. Selain itu menurut R. Subekti (1997: 7) Perjanjagalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atamardi orang lain saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

3. Sedang perjanjian menurut R. Wiryono Prodjodikdi®8(: 11) adalah suatu
perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekam@tara dua pihak,
dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap hegatuk melakukan suatu
hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelalksajamji tersebut.

4. Selanjutnya menurut KRMT Tirtadiningrat perjanjiadalah suatu perbuatan
hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orgéeg labih untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenangiah undang-undang.
(A. Qiram Syamsuddin Meliana, 1985: 6).

Berdasarkan pengertian di atas, tergambar adaryerdga unsur perjanjian,

yaitu :

% pasal 1313 KUHPerdata :"persetujuan adalah peabutgngan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ahihf.

8



a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya duagorBihak-pihak yang
dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yaagatl berupa badan
hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan pedaukum menurut
undang-undang.

b. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetupaankata sepakat yang
dimaksudkan adalah konsensus antara para pihakdgshsyarat-syarat dan
obyek yang diperjanjikan.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingjicepai dimaksudkan di
sini sebagai kepentingan para pihak yang akan ddkan melalui
perjanjian.

d. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksamalrestasi yang
dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pitmakk melaksanakannya
sesuai dengan apa yang disepakati.

e. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimdkan adalah perjanjian
yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentukmga dapat menjadi alat
pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengada&ganjian.

f. Adanya syarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertgang dimaksud adalah
substansi perjanjian sebagaimana yang telah diagpa&h para pihak dalam
perjanjian yang antara satu dengan yang lainnyaatdapenuntut
pemenuhannya.

Hukum perjanjian dalam buku 1l KUHPerdata mengasigtem terbuka.

Dalam sistem terbuka, memberikan kesempatan ata@bkean kepada siapapun

% www.pengacara.online.com/adabebasan berkontak dalam kaitannya dengan jarjdraku/

diakses tanggal 28 November 2010
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yang cakap bertindak dalam hukum untuk mengadateanraembuat perjanjian
mengenai apa saja, maksudnya baik mengenai panayaing sudah diatur dalam
ketentuan undang-undang, maupun mengadakan parjggrjanjian jenis baru
yang belum diatur dalam undang-undang.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temdk#éam ketentuan pasal pasal
1320 KUHPerdata Keempat syarat tersebut dapat digolongkan merjadi
unsur, yaitu:

Unsur subyektif merupakan unsur yang menyangkuyedulatau para pihak
dari perjanjian yang meliputi kesepakatan (perdasueehendak dari para pihak),
dan kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkanr whseektif merupakan
unsur obyek atau hal yang diperjanjikan, yang noélipuatu hal tertentu dan
suatu sebab yang dibolehkan, yang tidak dilaranglaomg-undang, tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat diantara ensyarat tadi dapat
menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Apabil&ktidgpenuhi salah satu syarat
subyektif, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkaab#a tidak terpenuhi salah
satu syarat obyektif, perjanjian batal demi hukudan bila terpenuhi keempat
syarat maka perjanjian menjadi sah dan berakibag¢rgetercantum ketentuan

pasal 1338 KUHPerdata

* Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat agzar

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

> Pasal 1338 KUHPerdat&emua perjanjian yang dibuat secara sah berlakiagabundang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
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1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkatapghua keadaan:
a. Kesepakatan para pihak

Untuk tercapainya kesepakatan, maka tentu harus satia pihak yang
menawarkan, ada penawaraanifood dan ada yang menerima penawaran
tersebut, akseptaSi.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antararaatuatau lebih dengan
pihak lainnya. Secara berlawanan, dijelaskan dgtasal 1321 KUHPerdata,
bahwa sepakat sah atau bisa terjadi apabila diarktitidak ada karena
kekhilafan, paksaan atau penipuan dalam suaturnpiena

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dmdidan bahwa kedua
subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bekagpsetuju atau seia sekata
mengenai hal-hal yang pokok dari perijinan yangldian. Apa yang dikehendaki
olen pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihangy lain. Mereka
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal’balik.

b. Kecakapan dari para pihak

Kecakapan bertindak dalam banyak hal berhubungangatie masalah
kewenangan bertindak dalam hukum. Orang yang meinshasu perjanjian harus
cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdatgetaskan orang-orang
yang tidak cakap: orang-orang yang belum dewaseekae/ang berada dibawah

pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-had) ydtetapkan oleh

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selasepakat kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatak&uguntuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikakt

®J. SatrioHukum PerjanjianPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 163
’ Subekti,Hukum PerjanjianPT Intermasa, Jakarta, 1979, hal 17
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undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepguaundang-undang
telah melarang perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan berdasarkan usia atau dewasa, menuruP&tdlta dalam pasal
330, seseorang dikatakan cakap apabila berusiahtf tatau belum berusia 21
tahun tapi sudah kawin. Sedangkan menurut UndadgagaNo 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dalam pasal 74 apabila ber8siahun.

Kecakapan berdasarkan unsur kejiwaan, merupakasorses) yang tidak
berada dibawah pengampuan, baik itu orang tua nmawali dan juga sehat
dalam artinya tidak sakit jiwa atau hilang ingatan.

Mengenai seorang perempuan atau istri, Mahkamahng\guengeluarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 63 tahun 1963, yeegyatakan pasal 108
dan pasal 110 KUHPerdata tentang wewenang seastangielakukan perbuatan
hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan taipatau bantuan dari
suaminya, sudah tidak berlaku 14gi.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif suatu perjanjian, sebagai berikut:
a. Suatu hal tertentu

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajikadua belah pihak jika
timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud#alam perjanjian paling
sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barangitah ada atau sudah berada
di tangannya si berutang pada waktu perjanjianadibu

Dalam beberapa literatur, suatu hal tertentu dihgkan dengan objek

perjanjian. Objek perjanjian adalah perjanjian (golprestasi). Prestasi adalah

® Ibid
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apa yang menjadi kewajiban debitur. Prestasi teddiri perbuatan positif dan
negatif. Prestasi terdiri atas: memberikan sesumthuat sesuatu, tidak berbuat
sesuatu ( Pasal 1234 KUHPerdata).
b. Suatu sebab yang halal

Dalam artian sebab yang yang menimbulkan perjanpaialah tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ekmtibtan umum (Pasal

1337 KUHPerdata).

2. Asas-asas perjanjian
a. Asas Kebebasan Ber kontrak

Dalam Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, as&n berkontrak dapat
disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KeitdBta, yang menyatakan
bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat sesatidberlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatuenydirsisi kontrak,

sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
2. Tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
4. Dilaksanakan dengan itikad baik.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebadasdu sehingga yang
merupakan titik tolaknya adalah kepentingan indivigula. Dengan demikian
dapat dipahami bahwa kebebasan individu membeadap/a kebebasan untuk

berkontrak.
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b. AsasKonsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasf0 layat (1)
KUHPerdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa sadatu syarat sahnya
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belahkpiAsas konsensualisme
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjiaa patimnya tidak
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan ad&egapakatan kedua belah
pihak. Kesepakatan ini merupakan persesusaianaakétwendak dan pernyataan
yang dibuat oleh kedua belah pihak.
c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servandatau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini
berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pactassuvanda merupakan asas
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormastauobi kontrak yang dibuat
oleeh para pihak, sebagai layaknya sebuah undateyagn
d. Asasltikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 128&t (3) KUHPerdata
berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengdddtibaik”. Asas itikad baik
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kredian debitur harus
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepentagtau keyakinan yang
teguh atau kemauan baik dari para pihak.
e. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukavaksgseorang yang akan
melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuknkiegen perorangan saja.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pas4033JHPerdata.

® Salim H.S.Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kont2al03, Sinar Grafika, Jakarta,
Hal 9-12
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3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adaBy(tiga) unsur
dalam perjanjian yang menjadi isi perjanfan
a. Unsur Essensialia dalam Perjanjian

Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ket@ntketentuan berupa
prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh sakth atau lebih pihak yang
mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yargmimedakannya secara
prinsip dari perjanjian lainnya. Unsur essensiaill pada umumnya
dipergunakan dalam memberi rumusan, definisi aeng@rtian dari suatu
perjanjian.

Jadi jelas bahwa unsur essensialia adalah uns\g yeajib ada dalam
suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unswebtérsnaka perjanjian
yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakpatdnenjadi beda, dan
karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai denghenklak para pihak.
Oleh karena itu pula unsur esensialia ini pula setmya menjadi pembeda
antara suatu perjanjian dengan perjanjian lain8@mua perjanjian yang
disebut dengan perjanjian bernama yang diatur d&laai Undang-undang
Hukum Perdata mempunyai unsur esensialia yang therb&tu dengan yang
lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik sendyang berbeda satu
dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia dalam Perjanjian
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada daaatu perjanjian

tertentu, setelah unsur sensialianya diketahuirgepasti. Misalnya dalam

19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan gdrahir dari Perjanjian, 2003, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta
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perjanjian yang mengandung unsur esensialia juial festi akan terdapat
unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual um@nanggung kebendaan
yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Keteninadapat disimpangi oleh
para pihak, karena sifat dari jual beli menghenda&i yang demikian.
Masyarakat tidak mentolerir suatu bentuk jual bdifinana penjual tidak mau
menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaag dijual olehnya.
Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 138 Undang-undang
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
“perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untul-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga uséglala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutikebiasaan, atau
undang-undang.”
c. Unsur Aksidentalia dalam Perjanjian
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalaatusperjanjian, yang
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diat@rasenenyimpang oleh
para pihak, yang merupakan persyaratan khusus géegtukan secara
bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian omadka@ ini hakekatnya
bukan merupakan suatu bentuk prsetasi yang hanagksdnakan atau

dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dala perjanjigad beli adalah ketentuan

mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaandiy@adgtau dibeli.

4. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama
Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompokmim yaitu sebagai

berikut*:

1 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perika2001, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hal 67
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a. Perjanjian bernama bénoemde atau nominaatcontrgctperjanjian
khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama semdaksudnya
ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatan diiberi nama oleh
pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yanggplaéinyak terjadi
sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Baarpai dengan Bab
XVIII KUHPerdata, contoh jual beli, sewa menyew#ar menukar.

b. Perjanjian Tidak bernamaribenoemde atau innomnaatcontrach)luar
perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjiang/adak diatur di dalam
KUHPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. hghiperjanjian ini
adalah berdasarkan kebebasan berkontrak. Contoleagag, sewa beli,

jual secara angsuran.

B. Perjanjian Sewa Beli
1. Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan &sipemlNo.
34/Kp/11/1980, tanggal 1 Pebruari 1980 pengertiaw& Beli adalah: Jual beli
barang di mana penjual melaksanakan penjualan bgragengan cara
memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukaeh gbembeli dengan
pelunasan atas harga barang yang telah disepakatsdma dan yang diikat
dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas baraegsebut baru beralih dari
penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar glembeli kepada
penjual’”.

Unsur atau elemen perjanjian sewa beli menuruttkspn bersama tersebut

yaitu:
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1. Adanya jual beli barang;

2. Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran;

3. Objek sewa beli diserahkan kepada pembeli;

4. Momentum peralihan hak milik setelah pelunasarktera

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian campuraradanterkandung unsur
perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewalab perjanjian sewa beli
selama harga belum dibayar lunas pada si penjweh seaka hak milik atas
barang tetap berada pada si penjual sewa, meskiptang sudah berada di
tangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih danjpal sewa ke pembeli sewa
setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhik nmtlunasi barant.

Sifat perjanjian sewa beli di dalam praktek tidaerupakan perjanjian
konsensuil, tetapi perjanjian konsensuil yang sgualdiikuti dengan perjanjian
ril (penyerahan panjer/luang muka dan penyerahaanga Sepanjang uang
mukatdown paymenbelum dibayar dan barang belum diserahkan, makdgle
belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

a. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewgehghn jual be'f

Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewadéegan jual bel,
yaitu:

1. Sewa beli dan jual beli merupakan suatu perikgtarg bersumber dari

perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian haruerdipi syarat sahnya

perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

2 syharnokoHukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasi&encana,Jakarta, 2004, hal 65
13 Ary PrimadyantaPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam PggjarSewa Beli
Kendaraan Bermotor di Surakartd006, Universitas Diponegoro, Semarang, Teslakti
diterbitkan
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2. Dalam perjanjian sewa beli dan jual beli, penjuazdia sewa beli dan jual
beli mempunyai kewajiban untuk menanggung adanyaikketan
tenteram dan damai serta adanya cacat tersembunyi.

3. Dalam perjanjian sewa beli dan jual beli ada keveaji untuk
menyerahkan suatu barang dan benda tertentu.

4. Sewa beli dan jual beli bertujuan memperoleh dangakhkan hak milik.
Adapaun perbedaan-perbedaan dari perjanjian seWwaddr@ perjanjian

jual beli antara lain:

1. Perjanjian jual beli biasanya merupakan suatu pgaja dimana pihak
mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknyasabarang jual beli
kepada pihak pembeli yang berkewajiban untuk membalyarga
pembelian (Pasal 1457 KUHPerdata), sedangkan dpkEganjian sewa
beli, pembeli diperbolehkan mengangsur atau mdntiarga barang
tersebut dalam beberapa kali angsuran dan hak gmidskipun barang
berada dalam penguasaan pembeli) tetap beradgaltgenjual.

2. Walaupun pengaturan sewa beli belum diatur dalatenkean hukum
tertulis, tetapi dapat dapat dikatakan bahwa basswga beli tersebut
haruslah dapat ditentukan jenis dan harganya. hiaberbeda dengan
perjanjian jual beli yang menentukan bahwa masiaginy pihak
diperbolehkan mengadakan perjanjian jual beli walaubarang yang
menjadi objek perjanjian belum ada (Pasal 1334 AypKUHPerdata).

3. Pengertian penyerahan dalam perjanjian jual belapanumnya adalah

penyerahan nyata dan penyerahan yuridis, sedangkagertian
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penyerahan dalam perjanjian sewa beli adalah pahgarnyata, dan

belum penyerahan yuridis.

b. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewaldrgjan jual beli

Secara angsuran

Antara perjanjian sewa beli dengan perjanjian joeli secara

angsuran terdapat beberapa persamaan sebagat:beriku

1.

Pada prinsipnya baik perjanjian sewa beli maupwat heli dengan
angsuran adalah suatu cara pembelian bukan tuediijakya tumbuh
dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat dannbeliatur dalam

KUHPerdata maupun undang-undang lainnya.

. Baik perjanjian sewa beli maupun jual beli secargsaran keduanya

bertujuan untuk mendapatkan sejumlah pembeli yaigh |banyak,
dengan pembayaran harga barangnya dilakukan sacegsaran dalam

jangka waktu yang telah disepakati.

. Menurut Pasal 314 juncto 749KUHD, jual beli kapalng terdaftar

dalam daftar kapal (20 hatau lebih) tidak termasuk dalam perjanjian

sewa beli dan jual beli secara angsuran.

. Baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian judl becara angsuran

keduanya merupakan bentuk khususyang timbul dgam&n jual beli
biasa.

Disamping persamaan-persamaan tersebut diatagnjien sewa beli

dan perjanjian jual beli secara angsuran memilé&bdrapa perbedaan

sebagai berikut:
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1. Penyerahan barang pada perjanjian sewa beli tidakimbulkan
peralihan hak milik. Hak milik baru berpindah padaktu dibayarnya
angsuran yang terakhir. Penyerahan hak milik culdgngan
menunjukkan bukti pembayaran yang terakhir, selsakssemula
memang barang sudah dikuasai pembeli. Sedangkan peghnjian
jual beli secara angsuran, penyerahan barang telahimbulkan
perpindahan hak milik atas barang kepada pembdhupan uang
pembayaran belum lunas.

2. Dalam perjanjian sewa beli, selama pembayaran Heelyen dilunasi
oleh pembeli dilarang untuk menjual atau mengahlihkek atas
barangnya kepada orang lain. Hal ini merupakan jamibahwa
barang tidak akan hilang atau rusak selama barkogshi pembeli.
Seandainya pembeli tidak bertanggung jawab sebagairmestinya
atas barang tersebut, maka pembeli dapat diangdap melakukan
tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur d&asal 372
KUHP. Sebaliknya, dalam perjanjian jual beli secamagsuran
dilakukannya perjanjian jual beli yang disertai yerahan barang
maka pembeli bebas melakukan perbuatan hukum appsrbarang
tersebut. Apabila sebelum angsuran lunas barargeher telah
berpindah tangan atau musnah atau rusak, maka pdrabga dapat
dituntut untuk melunasi sisa hutangnya yang beakadengan sisa
pembayaran sesuai dengan tanggung jawabnya.

3. Perjanjian sewa beli merupakan hasil perpaduan jdatibeli dan

sewa menyewa. Hal ini dapat disimpulkan dari penggn kata
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“sewa” dan “beli” (ada istilah penjual sewa dan pef sewa),
sedangkan perjanjian jual beli secara angsuran pakam bentuk
khusus dari perjanjian jual beli biasa.
c. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewadéegan sewa
menyewa
Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewadéegan sewa
menyewa, yaitu:

1. Perjanjian sewa beli dan sewa menyewa merupakakafser yang
bersumber pada perjanjian dan untuk sahnya peafanjharus
memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentuledand pasal 1320
KUHPerdata.

2. Adanya kewajiban untuk menyerahkan barang olehupémada sewa
beli dan pihak yang menyewakan dalam sewa menyewa.

3. Pembeli dalam sewa beli dan penyewa dalam sewa ewneny
berkewajiban untuk memelihara barang yang sudahandal
penguasaannya sebagai bapak rumah tangga yangPeaikial dalam
sewa beli dan pihak yang menyewakan dalam sewa ewmeny
berkewajiban untuk memberikan kenikmatan tenteram dhmai serta
tidak ada cacat tersembunyi pada barang yang ¢ipdd sewa beli dan
yang disewakan pada sewa menyewa.

Selanjutnya perbedaan-perbedaan antara perjagiaa keli dan sewa
menyewa antara lain:

1. Pengertian sewa menyewa hanya untuk memberi ketaknagas benda

atau barang yang disewakan. Oleh karena itu dakmwa snenyewa
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tidak hanya pemegang hak milik atas barang sajag ydapat

menyewakan, tetapi dapat pula dilakukan oleh penwebak yang lain,

misalnya pemegang hak memungut hasil. Sedangkaa gada beli

untuk mengalihkan hak milik, penjual harus benarasgpemegang hak
milik dari barang sewa beli.

2. Undang-undang memberi kemungkinan bentuk perjanjsewa
menyewa secara tertulis atau lisan, sedangkannfiarjasewa beli
menurut kebiasaan harus dilakukan secara tertulis.

3. Resiko dalam perjanjian sewa menyewa diatur dalaasalP 1553
KUHPerdata, yaitu apabila barang itu musnah, kasersdu peristiwa
diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjasgava menyewa batal
demi hukum, dan resikonya harus dipikul oleh pifiakg menyewakan
sebagai pemilik barang atau rumah.

Dasar Hukum Perjanjian Sewa Beli

Pengaturan sewa beli di Indonesia belum dituanglkdam bentuk undang-

undang. Akan tetapi, diluar negeri telah dicantumiialam berbagai perundang-

undangan. Hal ini terlihat pada negara:

a. Malaysia telah dituangkan dald#ire Purchase Ac1967,

b.

C.

Singapura dalarilire Purchasel960;

Inggris dalanHire Purchasel965;

Belanda NWB 1987 ;

Stb. 1974 Nomor 85, yang mulai berlaku sejak tah@8aMaret 1974; Stb
1973 Nomor 289;

Stb. 1973 Nomor 289.



24

Di Indonesia, yang menjadi landasan hukum perjargewa beli adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentanigkds2amaan
Penjualan Rumah Negeri dan S.K. Menteri PerdagadgarKoperasi No.
34/KP/1I/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha S#&eg#, Jual beli
dengan Angsuran dan Sewa,;

b. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya IN@/1951 yang
diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.NéSHiK1957 yang
merupakan peletak dasar pandangan atas lembagabséveebagai jual
beli.

3. Momentum Terjadinya Kontrak Sewa Beli

Dalam berbagai perjanjian sewa beli tidak ditemukanara tegas tentang
saat terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabilangkaji Pasal 1320
KUHPerdata, maka momentum terjadinya perjanjian asdxeli adalah saat
terjadinya persesuaian kehendak (sepakat). Apabédaganalisis dari kontrak
formal, momentum terjadinya perjanjian sewa belalad pada saat ditanda
tangani pejanjian sewa beli oleh para pihak. S&gkdinya perjanjian tersebut
maka timbullah hak dan kewajiban para pihak. Meagemomentum peralihan

hak miliknya adalah pada saat pelunasan terakhg gdakukan pembeli sewa.

4.  Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Beli
Subjek dalam perjanjian sewa beli adalah kredpgenjual sewa) dan debitor
(pembeli sewa). Yang dapat menjadi kreditor adasdrusahaan yang

menghasilkan barang sendiri dan atau usaha yangu&hbergerak dalam
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perjanjian sewa beli. Debitor adalah orang yang bednbarang dengan sistem
sewa beli.

Objek dalam perjanjian sewa beli, yaitu kendaraammbtor, radio, TV
(Televisi), tape recorder, lemari es, mesin jaRAif, (Air Conditioner), mesin
cuci dan lain-lain. Sedangkan dalam Stb. 1975 No&¥ryang dapat menjadi
objek sewa beli adalah semua benda bergerak. Yantasuk di dalam benda
tidak bergerak adalah rumah, gedung perusahazstadrijfspandendan tanah.
Disamping itu, termasuk dalam benda tidak bergaddah benda yang tidak
digarap dan didirikan.

Hak dan Kewajiban Antara Penjual Sewa dan Pembeli Sewa

Hak penjual sewa (kreditor) adalah menerima uarglkdeserta angsuran

setiap bulan dari pembeli sewa (debitor). Kewajilpmanjual sewa (kreditor)

a

a.

b.

dalah:
Menyerahkan barang kepada pembeli sewa (debitor);
Mengurus balik nama atas barang yang disewabel{katau kendaraan
bermotor);
Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kakendaraan
bermotor);
Merawat barang yang disewabelikan dengan sebakkyai

Yang menjadi kewajiban pembeli sewa (debitor)iwai
i. Merawat barang yang disewabelikan dengan biayarsend

ii. Membayar uang angsuran yang disewabelikan tepat\wakitunya.
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Yang menjadi hak pembeli sewa adalah menerima barang disewabelikan
setelah pelunasan terakhir. Jadi, momentum tegjadgeerjanjian sewa beli adalah
pada saat terjadinya pelunasan terakhir yang ditakoleh pembeli sewa.

6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli Istilah sewa Dbeli (hire
purchase/huurkoop)

Berakhirnya perjanjian sewa beli adalah sebagékiter

1. Pembayaran terakhir telah dilunasi;

2. Meninggal pihak kedua (pembeli sewa) dan tidak até waris yang
melanjutkannya;

3. Pembeli jatuh pailit, serta saat kendaraan ditarik;

4. Dilakukan perampasan oleh pihak penjual sewa teghgahak lain. Ini
terjadi kerena pembeli sewa telah mengalihkan obgeka beli kepada pihak
lain;

5. Pihak kedua wanprestasi;

6. Adanya putusan pengadilah.

C. Kajian Umum Mengenai Pembiayaan K onsumen
1. Dasar Hukum Pembiayaan K onsumen
Pengaturan pembiayaan konsumen dalam beberapaurpergberundang-
undangan, yaitu sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2009
b. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988

c. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988

4 3alim H.S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat IndoneSinar Grafika, Jakarta, hal
128-138.
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d. Keputusan Menteri Keuangan No. 484/KMK.017/2000

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdaganga®®Tahun 2001
f. Peraturan Menteri Keuangan No. 084/PMK.012/2006.

2. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pengertian Pembiayaan Konsumen Pranata hukum “Bga#si Konsumen”
dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Consumeémarce”. Pembiayaan
konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsuift®nsumer credjt Hanya
saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh péasn pembiayaan,
sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.

Pengertian Kredit konsumsi sebenarnya secara suibstama saja dengan
pembiayaan konsumen, yaitu:

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumenagpembelian barang-

barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibadd&a pinjaman-pinjaman

yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atagahg. Kredit yang demikian

itu dapat mengandung risiko yang lebih besar ddapaedit dagang biasa; maka
dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tiagkunga yang lebih tinggi (A.

Abdurrahman, 1991:242)".

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republikorlesia No.
448/KMK/.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan bexékan pengertian
kepada pembiayaan konsumen:

“ Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam keptnyediaan dana bagi
konsumen untuk pembelian barang yang pembayaramlilgkukan secara
angsuran atau berkala oleh konsunten”.

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) ksguPresiden No 61

Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menté&euangan

N0.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaamardabentuk dana untuk

15 Munir Fuady,Hukum tentang PembiayaaRT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 162
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pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumgandsistem pembayaran

angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi diatas, Muhammad Abdulkadirhetaumad dan Rilda
Muniati (2000,hlm.246) telah merinci unsur-unsurngaterkandung dalam
pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubonigukum pembiayaan
konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumenlit(kie konsumen
(debitor), dan penyedia barang (pemasok, supplier);

b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumeg gkan dipakai untuk
keperluan hidup atau keperluan rumah tangga;

c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiaygary diadakan antara
perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, jeattébeli antara
pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung d&tumen-dokumen;

d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pgadomakonsumen wajib
membiayai harga pembelian barang yang diperlukamskmen dan
membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsunagh wmembayar
secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan lesnglan pemasok wajib
menyerahkan barang kepada konsumen;

e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jamirpokok, dan jaminan
tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terlkkadapmen (debitur)
bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar m@mgsampai selesai.
Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yarngydiboleh perusahaan
pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepembi&keang dikuasai

oleh perusahaan pembiayaan konsumidudiary transfer of ownershjp
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sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminambahan berupa
pengakuan hutangiomissory notésdari konsumen.
3. ParaPihak dalam Pembiayaan K onsumen
a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen
Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumatahchubungan
kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsnmDimana pihak
pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerimagab(konsumen)
sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajidama untuk memberi
sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsw@sientara pihak
penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama unnhémbayar
kembali uang tersebut secara cicilan kepada pileakberi biaya. Jadi
hubungan kontraktual antara penyedia dana dendeak penyedia dana
denan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian itkrédalam

KUHPerdata) berlaku.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis grjanjian kredit
tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatandan sudah dicairkan
serta barang sudah diserahkan oleh supplier kegadaumen, maka
barang yang bersangkutan sudah langsung menjaitingail konsumen,
walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadi&minan hutang

lewat perjanjian fidusia.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier
Antara pihak konsumen dengan supllier terdapatushubungan
jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dinaapihak supplier selaku

penjual menjual barang kepada pihak konsumen sedakubeli, dengan
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syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketagau yihak pemberi
biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apkhiena alasan apapun
pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan danaeyagai pembeli

akan batal.

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluratemtuan tentang
jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tegtadanya kewajiban
"menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purnal jggaransi) dan

sebagainya.

Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pembiaya) dengan
pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyaua®l hubungan
hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia danaaaityak ketiga yag
disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakamadantuk digunakan

dalam perjanjian jual beli antara pihak suppliergén pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana dan wanpséstdalam
menyediakan dananya, sementara kontrak jual belipora kontrak
pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jekldersyarat antara
pihak supplier dengan konsumen akan batal, sen@epthek konsumen

dapat menggugat pihak pemberi dana karena wangiréstsebut.
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D. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia
1. Pengertian Jaminan Fidusia

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapabadga fidusia sebagai
jaminan pokok, hal ini dikarenakan sebagai pemigiaygonsumen merupakan
lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaarsglesan pembiayaan tidak
bisa lepas dari resiko. Perusahaan pembiayaannggabutuhkan jaminan agar
terhindar dari kerugian dengan adanya konsumen neatgsi.

Fidusia diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1988tang jaminan
fidusia, pengertian fidusia dalam pasal 1 ayaa@Blah:
"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasgpeidcayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yandaklan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda itu”

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilamjman fidusia dalam pasal 1
ayat (2):
"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwupaupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya banguyeng tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimakislaim Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yangp téterada dalam
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelumagang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada peaefitisia terhadap

kreditur lainnya”.
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2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia
Objek yang dapat dibebani fidusia adalah benda ydeggat dimiliki dan

dialihkan, dengan ketentuan tidak dapat dibebamjae hak tanggungan menurut

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamgt® Berdasarkan

ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomorad2ii 1999, objek jaminan

fidusia, yaitu:

a. Benda bergerak berwujud, antara lain: mesin-mesigan (yang menurut
sifatnya daat dipindahtangankan), kendaraan bermioteentaris kantor, dan
barang dagangan.

b. Benda tidak berwujud, yaitu piutang atas nama,apigitatas tunjuk, dan
piutang atas pembawa.

c. Benda tidak bergerak yag tidak dapat dibebani laaggungan berdasarkan
jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, benda-benda yang dapat mepjgek jaminan fidusia,
diuraikan sebagai berikuf:

a. Benda Tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkecasa hukum.

b. Dapat atas benda berwujud.

c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasulaipgut

d. Benda bergerak.

e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dergdntanggungan.

f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dergjpotik.

g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap lyand akan diperoleh

kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebantusit tersendiri.

18 A. Rahmad Budiono, Suryadin Ahmdg&dusia Menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999
tentang Jaminan FidusjdJM Press, Malang, 2000, hal 21.
" Munir FuadyJaminan FidusiaPT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal 19, 200
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h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau sateadd

j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi ofijieisia.

k. Termasuk juga hsil klaim asuransi dari benda yammjadi objek jaminan
fidusia.

I. Benda persediaaninyentory stock) perdagangan dapat juga menjadi objek
jaminan fidusia.

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah pghlaik yang terlibat dalam
perjanjian penyerahan hak milik secara kepercagadagai jaminan pelunasan
hutang, antara lain:

a. Pemberi fidusiaadalah orang perorangan atau korporasi pemilildédemng
menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusa irenmguasai hak milik, hak
sewa, atau hak pakai yang tidak dilarang oleh pexatperundang-undangan.

b. Penerima fidusiaadalah orang perorangan atau korporasi yang memapun
piutang yang pembayarannya dijamin dengan jamiiaisia®

3. Sifat Jaminan Fidusia
Perjanjian fidusia merupakan perjanjicassessoir (perjanjian buntutan).

Maksudnya adalah perjanjian assessoir itu tidak gkinnberdiri sendiri, tetapi

mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang mekaa perjanjian pokok’

Perjanjian pokok dari perjanjian fidusia diperjanji pembiayaan konsumen

merupakan perjanjian pembiayaan konsumen itu ser@erjanjian jual beli

18 3alim, HS Perkembangan Hukum Jaminan di Indonefi@ Raja Grafindo Persada,
Jakarta.2004, hal 64.
9 Munir Fuady, 2000, Op.Cit., hal 23.
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secara angsuran mengenal lembaga fidusia di datamsgdangkan sewa bel
tidak.
4. Bentuk dan s Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dalatn akta yang
disebut akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusiarus dalam bentuk akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam aktangamiidusia tersebut harus
memuat ketentuan sebagai berikut:
a. ldentitas pemberi dan penerima fidusia.
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamirdarsia.
d. Nilai penjaminan.
e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta nieta@engan tujuan untuk
kepastian hukum. Alasan lainnya adalah bahwa kdbarabenda jaminan fidusia
di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggius ditanggung oleh
penerima fidusia, terutama jika debitur beritikadlak baik, antara lain:
menggadaikan, memfidusiakan ulang kepada pihak taegnjual dan perbuatan
lainnya yang bermakna memindahtangankan benda anficusia°
5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fiduoleh hukum dianggap
telah hapus. Maksud dari hapusnya jaminan fidudédah tidak berlakunya lagi
jaminan fidusia. Ada tiga hal yang menyebabkan kaya jaminan fidusia, yaitu:

a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.

20 A, Rahmad Budiono, Suryadin Ahma@p.Cit,hal 24
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Hal ini sebagai konsekuensi logis dari sifat pgganjaminan fidusia yang
merupakan perjanjian ikutaadcessoiy dari perjanjian pokok. Sehingga apabila
perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian jamifidosia juga ikut hapus.
Hapusnya hutang diantaranya dapat disebabkan pedmaasan, kompensasi dan
lain-lain.

b. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penertusidi

Hapusnya jaminan fidusa karena pelepasan hak atamgn fidusia oleh
penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak pewefidusia sebagai pihak
yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untukmpertahankan atau
melepaskan haknya, namun dalam praktek hal inistgagng terjadi
c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Mengenai musnahnya benda yang menjadi jaminarsiidwndang-undang
menentukan bahwa hal ini tidak menghapus klaimaasirapabila benda yang

menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebelumngawtansikan.

E. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Philiphus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan itk sebagai
perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakerhadap hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam naghukum, berdasarkan

ketentuan hukum dan kesewenarfgan

21 philiphus M Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indoned?@radapan, Jakarta,
2007, hal 14
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Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian perigaiu konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukabtak umemberi
perlindungan kepada konsumen.

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang darj&da yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri senéigluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperchagan.

b. Hak-hak konsumen:
i. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatam d mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
ii. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sertandapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan koselita jaminan yang dijanjikan;
iii.Hak atas informasi yang benar, jelas dan jupgngenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
iv.Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dg@aya penyelesaian
sengketa perlindungan secara patut;
v.Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya aesnf dan/atau jasa yang
digunakan;
vi.Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikanloes;
vii.Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara asewlan jujur serta tidak
diskriminatif;
viii.Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi deml penggantian, apabila
barang/jasa yang diterima tidak sesuai denganrpeneatau tidak semestinya;

ix. Hak —hak yang diatur dalam ketentuan peratpernndangundangan lainnya.
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2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangamadan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yidigkan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildy&um negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melapgrjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaigo@gk@nomi.

Kewajiban pelaku usaha:

Vi.

Vii.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujumgemai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi peajelggenggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara bemajuglr serta tidak

diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diprodukisin/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nawnd dan/atau jasa
yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengujilathu mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jandaaratau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggardtas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang alanjasa yang

diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian igpdlarang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak seserzgah perjanjian.
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3. Pengertian Klausula Baku
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindukgamsumen, klausula

baku dijelaskan dalam pasal 1 butir 10:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentlean syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahelkeasa sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan/pérjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Ada pendapat lain tentang pengertian klausula baity sebagai berikut:

Klausula baku adalah setiap syarat dan ketentuany yelah disiapkan dan

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak olehysaiw yang dituangkan dalam

suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat daibbwgenuhi oleh konsumen.

Lazimnya klausula baku dicantumkan dalam huruflkesila kuitansi, faktur/bon,

perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksijet?®?

Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahgun 1999 menjelaskdang larangan
pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku, selitagai berikut:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ataygagaditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumlarsikta baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pEm®erkembali

barang yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pETgmerkembali

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa wyé#mgji oleh

konsumen;

-------- , http//hukumpedia.com/ klausula baku,kdies tanggal 08 Mei 2011
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d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepad&kwpeisaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk medaks&gala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibefi kbnsumen secara
angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaarang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangfaaijasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjaéikgbgl beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan lpangpa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan danyaing dibuat epihak
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfagdlisan yang
dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepadeupesaha untuk
pembebanan hak tanggungan, gadai atau hak jamerhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula balkug yatak atau

bentuknya sulit terlihat tau tidak dapat dibaca aszc jelas, atau

pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oledkpelisahan pada dokumen

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaidiameksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
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4. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen disekaggn sebagai
usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang melislam pembangunan
nasional, yaitu:

1. Asas manfaat, yaitu untuk mengamanatkan bahwa asegalya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus meémberanfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dakupetaha secara
keseluruhan.

2. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakdapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepadarken dan
pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanak
kewajibannnya secara adil.

3. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseigavarantara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemeriatamadrti meteriil
maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu unénkberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada kemsdalam
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang w@anjd#sa yang
dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum, yaitu agar baik pelaku usadn@un konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam pemygéeaan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepdsikum.
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5. Tujuan Perlindungan Konsumen

i

Dalam pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandioasuknen untuk
melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian pal@matau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memil#memtukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nrehga unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertasalistuk mendapatkan
informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peydipgrliindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan hggiang jawab
dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yangamem kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatayarkanan, keamanan,

dan keselamatan konsumen.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiakufiu ini merupakan
yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu peitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundladg@ngan dan putusan
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkegdlalam masyarakat
khususnya mengenai perjanjian pembiayaan konsuien ¢idalamnya terdapat
ketentuan penyerahan hak milik secara fidusia @alinpgungan hukum terhadap
konsumen atas klausula baku yang bertentangan wemgredang-undang
Perlindungan Konsuméh
B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundadgngan s$tatute
approacl). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah samdang-undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hylmg sedang ditang&hi
C. Jenisdan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:
i. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian dialah Undang-undang
positif yang terkait dengan perjanjian dan peruaahpembiayaan konsumen,
yurisprudensi serta perjanjian pembiayaan konsumen.

Undang-undang positif yang digunakan diantaranpaga berikut:

23 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2010, SitGaafika, Jakarta
24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2009, d¢era, Jakarta
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1. KUHPerdata, khususnya Buku ke-Il tentang kebendrzeaal 509, Pasal 529,
Pasal 584, Pasal 612, Buku ke-lll tentang Perike®asal 1457, Pasal 1548,
Pasal 1792, Pasal 1795, Pasal 1813, Pasal 1814.

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungansumen,
khususnya Pasal 18, Pasal 62, dan Pasal 63.

3. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminansiaid khususnya
Pasal 1 dan Pasal 27.

4. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi NordiKR3I11/80.

5. Yurisprudensi.

6. Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Otto nema

ii. Bahan Hukum Sekunder
adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bakum primer dan

dapat membantu mendeskripsikan serta menganbdibsn hukum primer yang

terdiri dari buku-buku literatur, dokumen perjanjisantara konsumen dan
perusahaan pembiayaan, artikel di internet dangsega yang terkait dengan
penelitian ini yang terdiri atas buku-buku teks gadfitulis para ahli hukum,
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kassssk hukum, yang
berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadganjan pembiayaan
konsumen.
iii. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk agmjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder segartius hukum,

ensiklopedia, dan lain-lain.
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D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitiaadi@alah meliputi

sebagai berikut:

Bahan hukum primer diperoleh dengan penelusuraatyran perundang-
undangan yang berkaitan dengan judul penelitiahaBdaukum ini diperoleh
melalui studi di Pusat Dokumentasi l[Imu Hukum Fé&sil Hukum
Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat UsitasrBrawijaya.

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mengutigslang Bahan hukum
ini diperoleh melalui studi di Pusat Dokumentasnul Hukum Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Rusatersitas Brawijaya.
Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara studitakas di Pusat
Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitasraidjaya,
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini ggemakan interprestasi

hukum atau penafsiran yang memberikan penjelasamblgng mengenai teks

undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapatpiken sehubungan dengan

peristiva tertenttf. Metode interprestasi yang digunakan dalam peaelini

adalah:

1. Penafsiran bahasa

Cara penafsiran atau penjelasa yang paling sedetr@nk mengetahui makna
ketentuan undang-undang dengan menguraikannya atéralhrasa, susun kata

atau bunyinya.

% Zainuddin Ali, Op.cit hal 147
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2. Penafsiran sistematis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan denganghmbuangkannya

dengan peraturan perundang-undangan yang lain dgagan keseluruhan

sistem hukunt®

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari judul penelitian yang dj&gat yaitu Analisis Yuridis

Perjanjian Pembiayaan Konsumen ( Studi Perjanjemkfayaan Konsumen PT

Summit Oto Finance) adalah sebagai berikut:

Perjanjian dalam penelitian ini adalah perjanji@mpiayaan konsumen
PT Summit Oto Finance.

Pembiayaan Konsumen adalah sebagai kegiatan pemabiayntuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumgandeembayaran
secara angsuran.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu bendagde sepenuhnya,
dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-pabasalkan tidak
dipergunakan bertentangan dengan undang-undangeataturan umum
yang ditetapkan oleh kekuasaan yang mempunyai wavgenntuk itu,
dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanyiédalh mengurangi
kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepgami umum
dengan pembayaran ganti rugi yang layd&n menurut ketentuan
undang-undang.

Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjualaksanakan

penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiapayaran yang

% varia PeradilanPeran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsighdian Penciptaan
Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reforpm@ktober, 2006, No251.
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Vii.
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dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas Haageng yang telah
disepakati bersama dan yang diikat dalam suatiamgem, serta hak
milik atas barang tersebut baru beralih dari pdnkepada pembeli
setelah jumlah harganya dibayar oleh pembeli kepadaial”

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatuddeatas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yangepaknkikan yang
diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemildabiéu.

Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan ns&osang
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yangrimamga, untuk
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak dapat dikemkbali.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yangaminjadanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadaukmnen
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentaarsybrat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahekcas sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokum@atda perjanjian

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. s Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Otto Finance Dilihat
dari Unsur-unsur Dalam Perjanjian
Mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen yajajagkan dalam pasal-
pasal, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur dalaramian, yaitu dari unsur
Esensialia, Naturalia, Aksidentalia, maka dapaéldinpokkan menjadi 3 bagian
sesuai dengan unsur-unsur tersebut yaitu:
1. Esensialia
Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketemtketentuan berupa
perestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh saatu atau lebih pihak yang
mencerminkkan sifat dari perjanjian tersebut. Adapunsur esensialia dalam
perjanjian pembiayaan konsumen adalah meliputi:
a. Pemberian fasilitas pembiayaan
Dalam perjanjian ini telah dijelaskan bahwa konsumeengajukan
permohonan kepada perusahaan pembiayaan untuk patkala fasilitas
pembiayaan. Dengan syarat-syarat yang telah dkantwleh perusahaan
pembiayaan, seperti:
1. Konsumen telah memenuhi syarat dan ketentuan yaatagkan dalam
perjanjian;
2. Konsumen menyerahkan dokumen yang dipandang pkstuperusahaan

pembiayaan;

47
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3. Konsumen telah membayar uang muka kepada penjoabidga asuransi,
administrasi kepada perusahaan pembiayaan yangnpassebagaimana
termuat dalam Pasal 2 (uang muka sebesar Rp 7G8960);

4. Konsumen telah menerima barang dari penjual.

b. Pembayaran uang muka

Pembayaran uang muka dalam perjanjian ini mengidahaadanya tindakan

lain yaitu membayar angsuran. Dan pembayaran amgsuenentukan berapa

besar angsuran dan dalam jangka waktu pembayar&m dperjanjian
pembiayaan ini.

2. Naturalia

Naturalia merupakan ketentuan hukum umum, atauussgarat yang
biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Maksud kietentuan hukum tersebut,
adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KtdldR yang mempunyai

keterkaitan dalam perjanjian yang bersangKitan

Unsur naturalia dalam perjanjian pembiayaan konsukendaraan dapat
dicontohkan seperti adanya ketentuan mengenacsata pembayaran angsuran,
pengakuan hutang, jaminan, asuransi, pengalihandaakkewajiban-kewajiban

Debitor, ketentuan mengenai cidera janji, berakfainerjanjian.

Pembayaran angsuran dalam perjanjian pembiayaasuk@n PT Summit
Oto Finance dijelaskan bahwa selama jangka waktgswaan debitor
berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan jgukmabayaran angsuran.

Penetapan tanggal pembayaran angsuran apabiltibuarmaka dilakukan oleh

2" Elfa Heliyatin, Status Hak Milik Dalam Hal DebitWanprestasi, 2007, Skripsi Tidak
Diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya
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debitor pada hari kerja sebelumnya. Pembayaranueangdilakukan ditempat
kreditor termsuk kantor cabang kreditor yang diilknjkreditor. Ketentuan
pembayaran dengan cek atau bilyet giro. Keterlaambgtembayaran akan

dikenakan denda.

Pengakuan Hutang dalam perjanjian ini dimaksudkalmagai pengakuan
sepihak dari debitor kepada kreditor atas hutaag ahgsuran yang harus dibayar

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Termasuk ketentuan mengenai jaminan, para pihakgsaepakat bahwa
penyerahan hak milik secara fidusia dilakukan alehitor kepada kreditor untuk
menjamin pembayaran angsuran dengan tertib daksdilakan sesuai dengan
undang-undang fidusia. Biaya-biaya yang timbul dengminan penyerahan hak
fidusia wajib dibayar debitor. Akan tetapi perjanj pembiayaan konsumen ini
termasuk perjanjian sewa beli, pengalihan hak ndédkam perjanjian sewa beli
adalah pada saat terakhir pembayaran angsuraniklampmbnsasi sebagai harga

barang. Selama angsuran belum terlunasi debitgrahiaerstatus penyewa.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, debitwagbkan dengan biaya
sendiri untuk mengasuransikan barang kepada perasaklsuransi dengan
klausula menerima hak pembayaran klaim ganti r&gi gerusahaan asuransi
kepada kreditor. Debitor wajib menyerahkan polisrassi, setiap endorsemen

dan pembaharuan serta kwitansi kepada kreditor.

Debitor juga dilarang untuk menunda atau tidak mlenkan pembayaran
hutang (angsuran) selama proses klaim ganti rugaasi berjalan. Apabila uang

klaim ganti rugi tidak mencukupi untuk pembayaranals hutang debitor maka
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debitor wajib dan tetap bertanggung jawab terhgapbayaran sisa hutang atau

angsuran kepada kreditor.

Pengalihan hak disini dmaksudkan untuk memberi &uepada kreditor
untuk melakukan hal-hal yang dirasa perlu tanpabegitahuan resmi atau dalam

bentuk atau cara apapun kepada debitor yang disebdalam Pasal 9:

“Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengammiemberi kuasa
kepada Kreditor, dan karenanya tanpa diperlukatuspemberitahuan
resmi atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapga, juntuk
menggadaiulangkan atau dengan cara apapun memardati&n
menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan Krediterddsarkan
Perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa Koedikan membuat
perjanjian subrogasi, cessie, pembiayaan bersa@a aerjanjian
kerjasana lain, berikut semua hak kekuasaa-keknagaa jaminan-
jaminan yang ada Kreditor berdasarkan perjanjian atau akta
pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketetketentuan
yang dianggap baik oleh Kreditor”.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan debitasatmya menjamin tidak
akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mbkaalhak atu menjamin
barang kepada pihak lain selain kepada Kreditoddsarkan perjanjian fidusia.
Dalam ketentuan-ketentuan kewajiban debitor memgbem lebih jelasnya hak-
hak yang diperoleh oleh kreditor dan kewajiban yaagus dilakukan debitor.

Kewajiban-kewajiban debitor antara lain:

1. “Menjamin tidak akan menjual, menyewakan,
memindahtangankan, mengalihkan hak atau menjamiBkaang,
kepada pihak lain selain kepada Kreditor berdasaperjanjian
fidusia yang akan ditandatangani oleh hak pemibkaBg sebagai
pemberi fidusia dan Kreditor sebagai penerima falgghubungan
dengan Perjanjian selama seluruh Hutang Debitombéinas.

2. Tidak mengirim atau mengizinkan Barang teresselkitird atau
dibawa keluar wilayah Republik Indnesia dan tidakara
mendaftarkannya dari satu pusat pendaftaran ke pesaaftaran
yang lain tanpa izi tertulis lebih dahulu dari Kited
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. Tidak memindahkan, merubah, menghilangkan, menambah

merusak atau dengan cara lain menggangu nomor nresigka,

pendaftaran atau nomor-nomor seri atau setiapnpdsiek dagang
atau plat tanda pengenal yang terletak pada Batangpada setiap
bagiannya.

. Menjamin penggunaan Barang sebagaimana mestinyatidizn

akan mengizinkan dalam keadaan apapun seseorarggnuzamnai,
memakai atau menjalankan barang tanpa memiliki tSlzia
Mengemudi yang sah, atau memakainya untuk mekskduda
yang melawan hukum maupun yang dilarang agama menur
perjanjian ini.

. Dengan biaya sendiri menguasai dan memelihara dgaragar

senatiasa berada dalam kendaraan baik dan dapaguiiakan
serta mengganti semua suku cadang yang tidak samphifang
atau rusak dengan suku cadang yang mutu dan ralseaya.
Segera memperbaharui pendaftaran barang dan memtaiang-
undang dan peraturan-peraturan mengenai lalu lijgtas serta
memenuhi semua kewajiban biaya dan denda berkelesman hal
tersebut.
Memberitahu letak keberadaan barang dan mempédwihdiarang
apabila diminta oleh kreditor tanpa harus menyedutdasannya.
Memberi izin kepada Kreditor untuk setiap saat nsrkatanah
pekarangan dan bagunan, dimana diperkirakan atugalibarang
ditempatkan, disimpan dan/atau dipakai, guna pésean dan
pengujian atau pengambilan barang itu kembali taaipa dengan
bantuan instansi yang berwenang.
Menyerahkan kepada Kreditor:
i. Kwitansi blanko rangkap 3 (tiga) dibubuhi materaciskupnya
dengan nama dan tandatangan Deitor/pemilik.

ii. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tamean

10

11.

12.

13.

faktur.

. Selama jaminan fidusia belum ditandatangani damftickan,

mengakui bawa hak milik barang tetap berada padalitér,
walaupun barang di dalam perjanjian ini didaftarlaas nama
Debitor atau pihak ketiga, kerenanya Debitor tisda&mpunyai
hak atau kepentingan apapun atas barang kecuaijpempakai.
Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor iégpabebitor
mengadakan pengalihan usaha/aktivitas, perubahayaemn
dasar, susunan pemegang saham, direksi dan/atawandew
komisaris.

Menyatakan dan menjamin bahwa telah menyerahkagatden
lengkap dan benar anggaran dasar debitor berikuibakan
dan/atau tambahan dan terhadap anggaran dasdéutepaela saat
ini tidakbelum diadakan perubahan tambahan lagigeeapapun
juga.

Setiap perubahan alamat harus diberitahukan seteatalis
kepada Kreditor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelperubahan
dan dengan memberitahukan alamat baru secara [ghgka
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Terakhir ketentuan mengenai cidera janji, debitanggap cidera janji apabila
tidak membayar angsuran, denda, dan biaya-bayaalas suatu jumlah yang
telah jatuh tempo, barang dijual, disewakan, digimdngankan atau dijaminkan
kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan kdeditor, apabila suatu
pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokuarendiberikan oleh debitor
atau pemilik jaminan ternyata palsu dan debitoaktidnelaksanakan kewajiban
atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan kesenketentuan dalam

perjanjian.

3. Aksidentalia
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalanjarpen, yang
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatarasecenyimpang oleh para
pihak, yang merupakan persyaratan khusus yangtulkizm secara bersama-sama
oleh para pihak.
Adapun isi perjanjian pembiayaan konsumen yang pakan unsur
aksidentalia dapat dicontohkan sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai mengenyampingkan Pasal 1396 tdidf&®, kreditor
memiliki hak untuk menentukan prioritas fasilitagnbiayaan dalam
pembayaran angsuran.

b. Ketentuan mengenai kreditor menahan semua bararngdihiayai, jaminan
tambahan atau bukti surat berharga lainnya dalafamj@n pembiayaan

konsumen sampai debitor melunasi angsuran.

% pasal 1396 KUHPerdata séorang yang mempunyai berbagai utang adalah berpaka
waktu melakukan pembayaran, untuk menyatakan ytang mana hendak dibayarnya.”
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B. Analisa Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Dalam Perjanjian Sewa

Beli

Pada Pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen PT B@tor-inance:

“JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertibpuanasan
seluruh hutang Debitor kepada Kreditor yang timbetdasarkan
Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yangudiboleh Debitor
dan Kreditor, maka Debitor dan/atau Pemilik Jamidangan ini
menyerahkan hak milik atas barang sebagai jamitermasuk
segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkgabaik
yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang aakan
dikemudian hari, secara Fidusia kepada Kreditor #aeditor
menerangkan dengan ini menerima baik penyerahan nibk
secara Fidusia atas Barang Jaminan tersebut diarasDebitor
dan/atau Pemilik Jaminan.

2. Para Pihak saling setuju dan sepakat bahwa peraretzdk milik
secara Fidusia atas barang tersebut dilakukan itennth dengan
memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan aishaga diatur
dalam undang-undang fidusia dan peraturan pela&saga.

3. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengamnga
penyerahan hak milik secara fidusia termasuk natdaf terbatas
pada biaya notaris, pendaftaran fidusia, menjagggangan dan
wajib dibayar oleh Debitor”.

Penyerahan barang bergerak berdasarkan hukumhadiatgan penyerahan
nyata seperti diatur dalam Pasal 612 KUHPefdatéetentuan barang bergerak
diatur dalam pasal 509 KUHPerd®ta Sepeda motor atau kendaraan bermotor
masuk dalam kategori benda bergerak.

Untuk kendaraan bermotor ada kekhususan yaituhnesda satu perbuatan

hukum lagi untuk adanya peralihan hak yaitu dergdik nama. Bukti Pemilikan

2 pasal 612 KUHPerdata: Penyerahan kebendaan blerger&ecuali yang tidak bertubuh,
dilakukan dengan penyerahan yang yata akan kebertlamleh atau atas nama pemilik, atau
dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dadama kebendaan itu berada.

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaag fiarus diserahkan, dengan alasan hak lain
telah dikuasai harus diserahkan, dengan alasaraiakelah dikuasai oleh orang yang hendak
menerimanya.

%0 pasal 509 KUHPerdata: kebendaan bergerak karémmysi adalah kebendaan yang dapat
berpindah atau dipindahkan
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Kendaraan Bermotor atau BPKB dan surat-surat lebagai kelengkapan yaitu
STNK-Surat tanda Nomor Kendaraan dan lain-lai. Wntperalihan atau
penyerahan hak dari penjual kepada pembeli makdakaan bermotor harus
didaftar. Hal ini berbeda dengan peralihan hakrmpetau benda bergerak bidlsa
Karena penyerahan benda bergerak dilakukan dereggre@mhan nyata.

Pada perjanjian sewa beli peralihan hak milik b@nadi setelah angsuran
terakhir lunas. Hal ini bisa disebut sebagai habgaang. Selama perjanjian
berlangsung, status barang hak miliknya masih lesidpemberi sewa. Jadi
selama angsuran belum lunas, hak kepemilikan batatap di perusahaan
pembiayaan. Setelah pelunasan angsuran pembeli dspat dikatakan sebagai
pemilik. Walaupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermo(BPKB) dan Surat Tanda
Nomer Kendaraan (STNK) atas nama pembeli sewa.

Secara yuridis, barang sudah atas nama penyewadiafi belum menjadi
hak milik penyewa beli. Penyewa beli hanya menguasada tersebut. Ketentuan
mengenai hak menguasai diatur dalam pasal 529 KtidRE.

Untuk berada dalam kedudukan berkuasa, seseorang bertindak seolah-
olah orang tersebut adalah pemilik benda terséhutiungan hukum yang terjadi
adalah hubungan subjek hukum dengan objek hukum yealahirkan hubungan
kebendaan, yang memberikan kepada pemegang kebddarasanya suatu hak
kebendaan untuk mempertahankannya terhadap setag €lroi de sui} dan

untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagungkaontuk kepentingan

31 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Peigamjak Bernama: Pandangan Masyarakat
dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, 2000, Alumanding, hal 293.

32 pasal 529 KUHPerdata : “ yang dinamakan kedudiderkuasa ialah, kedudukan seseorang
yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan ddirsenaupun dengan perantaraan orang lain,
dan yang mempertahankan atau menikmatinya selakggrang memiliki kebendaan itu”.
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dari pemegang kedudukan berkuasa itu sefdiladi penyewa beli bertindak
seolah-olah pemilik barang tersebut.

Apabila didalam perjanjian sewa beli kendaraan l¢wnternyata BPKB dan
STNK sudah atas nama pembeli maka apa yang dikati@gan perjanjian sewa
beli sesungguhnya bukan merupakan sewa beli akapi tgial beli angsuran,
dalam hal hak milik sudah beralih pada saat pembaypertama. Hal ini berarti
penjual sewa tidak dapat menarik kembali bararggbert tanpa izin dari pembeli
jika pembeli belum atau tidak melunasi angsuranmgdaupun penjual telah
memiliki surat kuasa dari pembeli untuk berbuat i#eéan pada saat
penandatangan perjanjian sewa beli ters&but

Berdasarkan pasal 7, penyerahan hak milik seddusid dimaksudkan
hanya mengalihkan hak kepemilikan atas dasar kepean, sedangkan benda
atau barang masih dalam penguasaan pemberi jamuotem, bukan untuk
mengalinhkan hak milik dari benda atau barang terseBengalihan hak milik
yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 42 tahu® 18idilakukan dengan
cara ‘tonstitutum possesoriumyaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya
tersebut secara fisik harus tetap dikuasai olehbeentidusia (debitor) untuk
kepentingan Penerima Fidusia (kreditor).

Penyerahan dengan cara yang demikian ini berbedgadepenyerahan
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 584 jo 612 @yaKUHPerdata
(levering) yang bersifat mutlak dan terus-meneRemnyerahan hak kepemilikan
menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 semata-henyalah untuk

keperluan pelunasan hutang seperti yang dimaksidpasal 1 butir (2) jo pasal

33 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum fttaKekayaan Kedudukan berkuasa dan
Hak Milik, 2003, Kencana, Jakarta, hal 14
34 Sri Gambir Melati Hatta, Op.cit hal 294
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27, sebagai sesuatu yang menimbulkan hak agunagaegberwujudan jaminan
kebendaan atasecurity right in rem yang mempunyai 'hak mendahului' atau
preferen®> Pengalihan hak milik secara fidusia hanya dimakandsebagai murni
jaminan, bukan untuk selamanya.

Sebenarnya konstruksi yang benar dari jaminan iidadalah saat debitur
memiliki barang tersebut. Kemudian debitur menykaahkepemilikan yuridis
barang tersebut kepada kreditur. Selanjutnya kreditenyerahkan kepemilikan
barang yang bersangkutan kepada debitur secarackgpar’® Namun pada
konsep prakteknya, fidusia tidak lain dari barangkndebitur yang digunakan
sebagai agunan jaminan hutang. Sementara debitaihnadberi kesempatan
untuk memakainya. Jadi belum ada peralihan hakmping bersifat yuridis dari
debitur kepada kreditur, melainkan hanya sebaggin@an hutang saja
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Yang

Melanggar Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Fmamerupakan
perjanjian baku atau standar. Perjanjian standaahderjanjian yang ditetapkan
secara sepihak, yakni oleh produsen/ penyalur gr@oenjual), dan mengandung
ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga gdia (konsumen) hanya
memiliki dua pilihan: menyetujuinya atau menolakiy@rodusen atau pelaku
usaha dalam perjanjian ini adalah Kreditor yaitu $immit Oto Finance. Dan

konsumennya adalah debitor atau konsumen itu sendir

%Chordie, _http://id.netlog.com/ hukufidusia, diakses tanggal 28 Mei 2011

38 Munir Fuady, Op.cit hal 36

%7 Ibid

%8 ShidartaHukum Perlindungan Konsumen Indone£@00, PT Grasindo, Jakarta, , hal 120
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Perjanjian standar atau baku semacam ini, memlreilikbebasan kepada
pelaku usaha untuk membuat isi atau klausula dandiaya. Pelaku usaha
memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari konsem Kesepakatan dari
perjanjian baku semacam ini berasal dari pilihamskonen. Pelaku usaha
memberikan perjanjian baku dengan segala isi damdaya. Dan konsumen
memiliki pilihan untuk menolaknya atau menyetuj@EnKonsumen yang sepakat
akan menandatangani perjanjian itu. Kesepakatdnakéelah pihak diperoleh
dari penandatanganan perjanjian.

Ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen wiingt Oto Finance
yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK:

Debitor dengan ini memberikan kuasa yang tidakadaptarik kembali

kepada kreditor untuk dan atas nama debitor mengkan fasilitas

pembiayaan untuk membayar lunas harga barang kepadaial

Debitor memberi kuasa yang tidak dapat ditarik lkalinkepada Kreditor,
hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal daleMdRerdata Bab Ke Enam
Belas tentang Pemberian Kuasa. Berdasarkan Pas3®? KUHPerdat,
pemberian kuasa merupakan perjanjian atau persetajotar dua pihak, pemberi

kuasa dan penerima kuasa, untuk melaksanakan gusian.

Ada dua jenis surat kuasa yang diatur berdasgraaal 1795 KUHPerdata,

yaitu

1. Surat Kuasa Umum vyaitu kuasa yang diberikan kesstaang penerima

kuasa antara lain meliputi perbuatan pengurusaimkuRepentingan si

% pasal 1792 KUHPerdat4pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengamaha seorang
memberikan kekuasaan pada seorang lain, yang nmamagia, untuk atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan.
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pemberi kuasa. Contohnya mengurus pembayaranklistelepon, air,
penghunian dan pemeliharaan.

2. Surat Kuasa Khusus diberikan hanya untuk kepesingndakan tertentu.
Di dalam surat kuasa khusus ini harus dengan pdas tegas disebutkan
tindakan tertentu yang dikuasakan tersebut. Caoythkuasa untuk
mengalihkan suatu barang bergerak dan kuasa untrkbebankan Hak
Tanggungan, kuasa untuk mewakili klien berperkaraPéengadilan bagi

seorang pengacafa.

Pasal 1814 KUHPerdata yang menyebutk&i “pemberi kuasa dapat
menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakimyan jika ada alasan
untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikasakyang dipegangnya
Jadi, kuasa dapat ditarik kembali apabila kuasdétentangan dengan undang-
undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Kuasa juga dapat berakhir, dalam Pasal 1813 KUH®atd kuasa dapat
berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari perekuasa, pemberitahuan
penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggabikapemberi kuasa atau
penerima kuasa, pengampuan atau pailitnya pemibasak maupun penerima
kuasa, dan penarikan kembali kuasa oleh pembemakupengangkatan atau
penerima kuasa, kawinnya perempuan yang memberiyatay menerima kuasa.

Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali adalah kuasfak. Kuasa mutlak

bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Netgerggal 6 Maret 1982 jo

P , http://akta-online.com/ Pemberi&uasa dan Surat Kuasa Mutlak, diakses pada tanggal

28 Mei 2011

“! pasal 1813 KUHPerdata: “Pemberian kuasa berakhiengan ditariknya kembali kuasanya si
kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya silekuasa: dengan meninggalnya,
pengampuanya, atau pailitnya si pemberi kuasa maugiukuasa: dengan perkawinannya si
perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.
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Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaAp4il 1988 nomor 2584,
yang menegaskan bahwa surat kuasa mutlak sudak digarbolehkan atau
dilarang digunakan, sedangkan surat untuk mengk#rabaja yaitu berdasarkan
pasal 1683 BW telah dicabut, dan tidak diperboleHkgi dalam praktek, apalagi
surat kuasa yang menjual tanah yang tidak ada pasglmengatur secara khusus
dan bahkan telah dilarang oleh Yurisprudensi MaldtanAgung Republik
Indonesia (MARI) dan instruksi menteri, seharuseyeat kuasa yang demikian

(mutlak) adalah batal demi hukuh.

Konsekuensi yuridis terhadap pemberian kuasa yafak tdapat ditarik
kembali, berdasarkan penafsiran terhadap dengaal B8 UUPK. Secara
sistematis, Menurut Pasal 1814 KUHPerdata juga gesian bahwa kuasa dapat
ditarik kembali. Dalam Pasal 18 ayat ( 3) UUPK negaskan apabila terdapat
klausula baku yang memenuhi ketentuan dalam P8salyat 1 (satu) dan 2 (dua)
dinyatakan batal demi hukum, artinya pembatalangyberdasarkan undang-
undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkidgak pernah terjadi, jadi
perjanjian dianggap itu dianggap tidak pernah ada.

Terhadap pelanggaran Pasal 18, pelaku usaha dégeaiaidsanksi pidana
maupun sanksi perdata, sebagaimana disebutkan &asah62 dan 63:

“Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagainraaisdd dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Padaasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), daas® 18 dipidana
dengan pidana penjara paling lama (5) tahun at@anpi denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagainraaksdd dalam

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal $4] P& dan Pasal 17
ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pida@jara paling lama

*2 http://putusan.mahkamah.agung.godiikses tanggal 28 Mei 2011
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2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp060.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka Isaddt,berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidag fparlaku.
Pasal 63
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud da&sal B2, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumumnan keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d Perintah penghentian kegiatan tertentu yang meikainatimbulnya
kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f Pencabutan izin usaha.”



BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyerahan hak milik secara fidusia tidak dimunkgmdalam perjanjian
sewa beli karena dalam konstruksi hukum perjargewma beli penyerahan
hak miliknya terjadi pada saat pelunasan angsueaakhir. Selama
perjanjian berlangsung atau angsuran belum lurestod hanya berstatus
penyewa, dan hak milik barang masih tetap padaupesgwa (kreditur).
Walaupun barang sudah atas nama debitur dalam B&dB STNK.
Fidusia dalam prakteknya hanya sebagai jaminarhatasg.

2. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT SummitFDtance terdapat
klausula yang dapat merugikan konsumen, yaitu klausuasa yang tidak
dapat ditarik kembali. kuasa yang tidak dapat ittiteembali bertentangan
dengan pasal 18 ayat (1) UUPK, Pasal 1813 dan B8%4lKUHPerdata.
Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, perjanjian dinyatakatal demi hukum

apabila didalam perjanjian memenuhi unsur-unswardalyat (1) dan (2).

B. SARAN

1. Diperlukan pengawasan yang berkesinambungan danmeKterian
Perdagangan dan Perindustrian terhadap perjargiaipyaan konsumen
yang diterbitkan perusahaan-perusahaan pembiayaarbigyaaan yang

beredar dimasyarakat agar tidak terjadi kesalahgpers perjanjian
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pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance yang ebertlyan adanya
penyerahan hak milik secara fidusia, sedangkan ndalegerjanjian

pembiayaan konsumen milik PT Summit Oto Finance upatan

perjanjian sewa beli, dalam konstruksi hukumnyaakidnembutuhkan
lembaga fidusia.

Sosialisasi pasal 18 ayat (4) UUPK vyang dilakukamemigntrian

Perdagangan dan Perindustrian kepada pelaku ubkaBadnya perusahaan
pembiayaan, agar menyesuaikan klausula baku dalarjanpan

pembiayaan konsumen sesuai dengan ketentuan fhasalat (1) dan (2)
UUPK untuk menghindari adanya klausula baku yangrugikan

konsumen.

Kepada konsumen, harus lebih teliti dalam memba@jamian

pembiayaan konsumen milik perusahaan pembiayagr,terhindar dari

klausula baku yang merugikan.
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